BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR :5;[. /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
) PADA PERANGKAT DAERAH
(O KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
pada Perangkat Daerah Kahupaten Ogan Komering Ulu Selatan

" Tahun Anggaran 2024, maka perlu untuk menetapkan Pejabat

Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun

Anggaran 2024,

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengiagat @ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

@ Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
0003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4 347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan d=n Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lemuaran
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerint~han
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembar Ngara Republik Indonesia Tahun 2023 Non.or
41, Tambahan Lenbar Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dac.ah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); '

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua 'atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU } Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada

Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun

Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan II

Keputusan ini.

KEDUA :  Kepada Pejabat Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengaklbatkan pengeluaran atas
beban anggaran dan/atau pengeluaran pembiayaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

(. - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; ‘
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
“ g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas angg.'ran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. * mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanalan tugas lainnya sesuai dengan keten.uan

‘ peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Kepada Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang
- sebagai berikut :
b‘ a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum

daerah, menatausahakan danr mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya;

b. meminta bukti transaksi atas pendapan; dan

c. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

d. melakuken verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

e. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

f. menatausahakan dan mempertanggung]awabkan pendapatan
daerah yang diterimanya;

g. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah; dan

h. melaksanakan tugas lainnya selaku Bendahara Penerimaan di
lingkungan unit kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
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KEEMPAT  :  Kepada Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut :

a. mengajukan permintaan psmbayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c¢. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah,;

i. memeriksa kas secara periodik;

j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksean internal dan eksternal;

1. “menyviapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal;

m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD; dan

n. melaksanakan tugas lainnya selaku Bendahara Pengeluaran di
lingkungan unit kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA ; Kepada Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab Selaku
Pengguna Anggaran,'F :ngguna Barang, Bendahara Penermaan dan
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud di atas, agar
menyampaikan Specimen tanda tangan dan parafnya pada Bank
Sumselbabel Cabang Muaradua dan pada lampiran keputusan ini.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perubahan dan perbaikan s¢bagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 80 November 2023

BUPATI OGAN RING ULU SELATAN,

Tembusan Yth :

1. Guternur Sumatera Selatan di Palembang;

2. Kepala Perwalalan BPK-RI di Palembang;

3. Kepala BPKP Perwakilan Palembang di Palembang
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